
SERTIFIKASI SNI WAJIB 
MELALUI SIINAS 



•Permohonan Sertifikasi SNI dapat dilakukan dan diproses melalui 
SIINas ketika pemberlakuan SNI wajib sudah berlaku efektif & 
tersedia kepmenperin Penunjukan LPK

•Kepmenperin Penunjukkan LPK berikutnya akan diterbitkan 
mendekati tanggal berlaku efektif pemberlakuan SNI wajib



Peraturan Menteri Perindustrian No. 
45/2022 tentang Standardisasi Industri



Standardisasi Industri

Standar yang ditetapkan oleh
lembaga yang menyelenggarakan
pengembangan dan pembinaan di
bidang standardisasi (UU 3 Tahun
2014)

SNI
Standar Nasional Indonesia

Dokumen persyaratan teknis yang
mengacu pada sebagian parameter
SNI dan/atau standar internasional
yang ditetapkan oleh Menteri
Perindustrian

ST
Spesifikasi Teknis

▪ Dokumen yang berisi tata cara atau 
prosedur untuk desain, manufaktur, 
instalasi, pemeliharaan atau utilisasi 
dari peralatan, struktur atau produk 
yang ditetapkan oleh Menteri 
Perindustrian

▪ Penetapan PTC dapat dilakukan
bersamaan dengan pemberlakuan
PTC secara wajib

PTC
Pedoman Tata CaraBerdasarkan ketentuan 

peraturan

perundang-undangan

Perumusan ST dilakukan 
bersamaan dengan  

penyusunan Peraturan 
Menteri mengenai 

pemberlakuan ST secara 
wajib 

Sesuai Lampiran I 
Permenperin 45/2022 
(Pedoman Perumusan 

PTC)

3
PERUMUSAN STANDAR

BIDANG INDUSTRI

Pasal 6-8
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4
PENERAPAN DAN PEMBERLAKUAN 

STANDAR BIDANG INDUSTRI

Tujuan pemberlakuan Wajib

a. keamanan, kesehatan, dan keselamatan 
manusia, hewan, dan tumbuhan;

b. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
c. persaingan usaha yang sehat;
d. peningkatan daya saing; dan/atau 
e. peningkatan efisiensi dan kinerja Industri

Pemberlakuan wajib berlaku terhadap barang dan/atau jasa Industri hasil produksi 
dalam negeri dan/atau impor yang dipasarkan di dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan/atau jasa Industri yang proses kegiatannya dilakukan di dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SNI

PTC

SNI , di lakukan oleh Perusahaan Industr i terhadap
barang dan / atau jasa Industr i sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

ST

SUKARELA 

WAJIB 
Pemberlakuan SNI ,  ST dan/atau PTC secara wajib 

ditetapkan oleh Menteri

Penerapan

Pemberlakuan

PTC , di lakukan oleh Perusahaan Industr i sesuai
dengan ketentuan mengenai penetapan PTC yang
ditetapkan oleh Menteri

STANDAR 
BIDANG 
INDUSTRI

Pasal 9-11
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4
PENERAPAN DAN PEMBERLAKUAN 

STANDAR BIDANG INDUSTRI

EVALUASI 
(oleh Kepala Badan)

USULAN 
PEMBERLAKUAN 

WAJIB
(dari Dirjen Pembina 

kepada Kepala Badan)

Usulan memuat sedikitnya:
a. tujuan dari pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib; 
b. analisis dampak regulasi teknis; dan
c. peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian internasional 

di bidang Standardisasi Industri terkait yang telah diratifikasi oleh 
Pemerintah, apabila ada

a. Melakukan notifikasi ke Sekretariat 
Technical Barrier to Trade–World Trade
Organization

b. Mengajukan penetapan rancangan 
Peraturan Menteri mengenai 
pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC 
secara wajib yang telah disusun kepada
Menteri

Tidak memenuhi ketentuan 

memenuhi ketentuan 

Surat pembatalan, penundaan, dan/atau 
permintaan pengkajian ulang

Analisis dampak regulasi teknis paling 
sedikit meliputi:
a. ketersediaan dan validitas SNI, ST, 

dan/atau PTC;
b. analisis kesiapan Perusahaan Industri;
c. ketersediaan sarana dan prasarana LPK 

yang diperlukan;
d. antisipasi dampak pemberlakuan SNI, 

dan/atau PTC secara wajib bagi Pelaku
Usaha khususnya industri kecil dan 
industri menengah;

e. keterkaitan dengan kebijakan atau 
peraturan perundang-undangan lain; 
dan

f. tenggang waktu pemberlakuan SNI, ST, 
dan/atau PTC secara wajib.

Pasal 12-15

Usulan Pemberlakuan Standar Bidang Industri secara wajib
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6 PENILAIAN KESESUAIAN

Pasal 30-33

Pemenuhan terhadap 
penerapan SNI atau PTC 

secara sukarela dan 
pemberlakuan SNI, ST, 

dan/atau PTC secara wajib 
dibuktikan melalui kegiatan 

penilaian kesesuaian

Pengujian (oleh Laboratorium uji)
kegiatan untuk menetapkan 1 (satu) atau lebih 

karakteristik bahan atau proses berdasarkan 
SNI dan/atau ST

laporan hasil uji atau sertifikat pengujian

Inspeksi (oleh Lembaga Inspeksi)
kegiatan pemeriksaan dan/atau verifikasi terhadap 

jasa, proses, dan/atau instalasi serta penentuan 
kesesuaian terhadap persyaratan tertentu yang 

didasarkan pada SNI, ST, dan/atau PTC.

laporan hasil inspeksi atau sertifikat inspeksi.

Sertifikasi (oleh LSPro)
Kegiatan mensertifikasi Perusahaan 
Industri atau produsen luar negeri 
yang telah memenuhi terhadap 
penerapan SNI

sertifikat SNI/sertifikat kesesuaian.

Kegiatan penilaian kesesuaian.

SNI sukarela

SNI, ST, PTC Wajib

PTC sekarela

pengujian, inspeksi, dan/atau Sertifikasi
(oleh LPK sesuai ketentuan perundangan)

pengujian, inspeksi, dan/atau Sertifikasi
(oleh LPK terakreditasi KAN dan telah ditunjuk Menteri)

verifikasi pihak pertama
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6 PENILAIAN KESESUAIAN

Pasal 34

Sertifikat SNI

diberikan kepada Perusahaan Industri atau 
produsen di luar negeri yang:
a. telah memenuhi pemberlakuan SNI secara 

wajib; dan
b. menggunakan merek milik sendiri.

Sertifikat Kesesuaian

diberikan kepada Perusahaan Industri atau 
produsen di luar negeri yang:
a. telah memenuhi pemberlakuan ST 

dan/atau PTC secara wajib; dan
b. menggunakan merek milik sendiri.

Dalam hal terdapat kerja sama merek 
dan/atau maklun ,  dapat diberikan sertifikat 
SNI atau sertifikat kesesuaian apabila:
a. merek yang digunakan merupakan merek 

milik pemberi kerja sama atau pemberi 
maklun;

b. pemberi kerja sama atau pemberi maklun 
harus berdomisili  di  Indonesia atau dalam 
hal tidak berdomisili di Indonesia, pemberi 
kerja sama atau pemberi maklun harus 
memiliki perwakilan resmi atau pemegang 
lisensi di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; dan

c. Perusahaan Industri atau produsen di luar 
negeri sudah memiliki sertifikat SNI atau 
sertifikat kesesuaian untuk  mereknya 
sendiri

Pemberian Sertifikat SNI (Sertifikat Kesesuaian)
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Perusahaan industri atau produsen di luar negeri (melalui Perwakilan Resmi)
➢ Mengisi formulir isian
➢ Memilih SNI, ST, dan/atau PTC
➢ Memilih LSPro
➢ Menggugah bukti kepemilikan Merek atau tanda daftar merek
➢ Menggugah dokumen pendukung

Produsen di luar negeri
➢ Bukti memiliki perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi diwilayah NKRI
➢ Persetujuan / legalisasi terhadap periinan berusaha dari Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI

Dalam hal terdapat kerjasama merek dan/atau maklun, perusahaan Industri 
atau produsen di luar negeri  (melalui Perwakilan Resmi)
➢ Menggugah bukti kerjasama merek dan/atau maklun
➢ Bukti pencatatan pendaftaran perjanjian lisensi 

1. PERMOHONAN melalui SIINas, oleh

• Perusahaan Industri
• Produsen di luar negeri (melalui Perwakilan Resmi)

➢ Ditemukan ketidaksesuaian , perusahaan
industri atau produsen di luar negeri
melakukan klarifikasi dan melengkapi
dokumen (5 hari kerja)

➢ Bila tidak menyampaikan klarifikasi
(melengkapi dokumen) sampai batas waktu,
permohonan dinyatakan batal

➢ Permohonan dinyatakan telah sesuai dan
lengkap, LSPro melakukan penilaian kesuaian
sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai
pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara
wajib

2. VERIFIKASI
▪ Melalui Siinas
▪ Kebenaran isian formulir dan kelengkapan 

dokumen yang diunggah

Pasal 35-42

Tata Cara Memperoleh Sertifikat SNI (Sertifikat Kesesuaian)
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• LSPro membubuhkan tanda elektronik pada 
sertifikat SNI 

• LSPro menyampaikan sertifikat SNI kepada 
perusahaan industri atau produsen di luar negeri

• LSPro menggugah sertifikat SNI yang telah 
membubuhi tanda elektronik ke dalam Siinas

3. PENILAIAN KESESUAIAN
oleh LSPro melalui Siinas

➢ Bila ada ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta
meberikan klarifikasi paling lambat 5 hari kerja

➢Dalam hal LSPro tidak memberikan klarifikasi
sampai batas waktu; atau memberikan klarifikasi
namun tidak dapat memenuhi ketentuan yang
dipersyaratkan sesuai Peraturan Menteri
mengenai pemberlakuan secara wajib, penilaian
kesesuaian dinyatakan gagal

➢ Kepala Badan memberikan validasi terhadap
pelaksanaan penilaian kesesuaian bila penilaian
kesuaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
mengenai pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara
wajib atau telah dilakukan perbaikan atas
ketidaksesuaian

➢ Bukti validasi berupa tanda elektronik yang disampaikan
kepada LSPro

4. EVALUASI HASIL  PENILAIAN KESESUAIAN
oleh Kepala Badan melalui Siinas

5. PENERBITAN SERTIFIKAT
Oleh LSPro melalui Siinas

Pasal 35-42

• Penilaian kesuaian dilaksanakan 
sesuai dengan Peraturan Menteri 
mengenai pemberlakuan SNI, ST, 
dan/atau PTC secara wajib

• Jika penilaian kesesuaian telah 
selesai, LS Pro menyampaikan 
hasil penilaian kesesuaian kepada 
Kepala Badan sesuai pasal 39

Tata Cara Memperoleh Sertifikat SNI (Sertifikat Kesesuaian)….. lanjutan
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Perusahaan industri, Perwakilan Resmi dan/atau 
pemegang lisensi di wilayah NKRI dari produsen di luar 
negeri, atau pemilik merek dalam hal terdapat 
kerjasama merek (maklun) 
➢ Mengisi formulir isian
➢ Menggugah dokumen pendukung

- Pabrik di dalam negeri (bukti kapasitas 
produksi, tingkat utilisasi, rencana   
produksi, dan realisasi produksi)

- Pabrik berlokasi di luar negeri (bukti 
kapasitas produksi, rencana importasi dan 
realisasi importasi)

1. Permohonan kepada Kepala Badan
melalui SIINas

➢ Pemohon memberikan klarifikasi bila ditemukan ketidaksesuaian antara isian
formulir dengan dokumen pendukung; dan/atau ketidaklayakan antara permintaan
jangka waktu dan/atau jumlah barang yang diajukan dengan dokumen pendukung
paling lambat 3 hari kerja

➢ Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lambat 5
hari kerja

➢ Kepala Badan menolak permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI bila
pemohon:
- tidak memeberikan klarifikasi samapai dengan batas waktu
- tidak dapat melakukan perbaikan perbaikan atas ketidaksesuaian

➢ Penolakan permohonan disampaikan melalui SIINas

2. Evaluasi Oleh Tim
▪ Kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung
▪ Penilaian kelayakan permintaan jangka waktu dan/atau jumlah barang yang diajukan

Pasal 43-48

Tahapan Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (Tanda Kesesuaian)
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3. Persetujuan Penggunaan Tanda SNI
melalui Siinas

Pasal 43-48

➢ Kepala Badan menerbitkan surat persetujuan penggunaan tanda SNI
dalam hal laporan hasil evaluasi:
- permohonan telah sesuai, lengkap, dan benar
- Pemohon telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/ atau
ketidaklayakan

➢ Penerbitan surat persetujuan penggunaan tanda SNI disertai
dengan tanda elektronik

➢ Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi:
- informasi sertifikat SNI (sertifikat kesesuaian)
- informasi produk
- Jangka waktu dan/ atau jumlah barang sesuai dengan surat

persetujuan penggunaan tanda SNI yang ditetapkan
➢ Surat persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda elektronik

disampaikan melalui SIINas

Tahapan Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (Tanda Kesesuaian)…..lanjutan
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Pasal 49-50

Penanggung jawab SPPT SNI 
(Kesesuaian) yang telah 
mendapatkan surat persetujuan 
penggunaan Tanda SNI atau Tanda 
Kesesuaian, wajib

Pemilik merek dalam hal 
terdapat kerja sama merek atau 

maklun

a. membubuhkan Tanda SNI 

dan tanda elektronik; atau

b. membubuhkan Tanda 

Kesesuaian dan tanda 

elektronik.

Perwakilan resmi dan/atau 
pemegang lisensi di wilayah 
NKRI dari produsen di luar 

negeri

Perusahaan Industri

Persetujuan penggunaan Tanda SNI (Tanda Kesesuaian) untuk jangka 
waktu dan/atau jumlah barang tertentu

Penanggung jawab SPPT SNI (Kesesuaian) :

Wajib menyampaikan laporan realisasi produksi atau impor kepada 
Kepala Badan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak 
diterbitkan surat persetujuan penggunaan Tanda SNI atau Tanda 

Kesesuaian melalui SIINas

Setiap barang dan/atau jasa Industri yang kondisi fisiknya tidak dapat 
dibubuhkan tanda SNI, wajib dibuktikan dengan sertifikat SNI; atau 
tidak dapat dibubuhkan Tanda Kesesuaian, wajib dibuktikan dengan 
sertifikat kesesuaian

Validasi Kepala 
Badan

Tidak dapat mengajukan 
permohonan sampai ybs 

melengkapi laporan 
sebelumnya

Tahapan Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (Tanda Kesesuaian)…..lanjutan
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Permohonan Sertifikasi SNI/Kesesuaian

1. PERMOHONAN
melalui SIINas

2. VERIFIKASI
terhadap isi formular dan kelengkapan dokumen

3. PENILAIAN KESESUAIAN
oleh LSPro

4. EVALUASI
validasi hasil penilaian kesesuaian

5. Pemberian sertifikat
membubuhkan tanda elektronik pada sertifikat

2. EVALUASI
kebenaran isi formular dan kelayakan

3. PENERBITAN SURAT
disertai tanda elektronik

Persetujuan Penggunaan Tanda 

SNI/Kesesuaian

Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian digunakan pada barang 
dan/ atau jasa industri:
a. Diproduksi dalam jangka waktu berlaku surat 

persetujuan penggunaan Tanda SNI atau Tanda 
Kesesuaian; dan/atau

b. Sejumlah yang ditetapkan dalam surat persetujuan 
penggunaan Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian.

c. Sesuai dengan skema sertifikasi 
Pemohon wajib menyampaikan laporan realisasi produksi 
atau impor melalui SIINas.

1. PERMOHONAN
melalui SIINas



Langkah Pengajuan Permohonan Sertifikasi melalui SIINas

3. 

Ajukan 
Permohonan

2. 

Input Data 
Perusahaan

1. 

Registrasi 
Akun SIINas



Registrasi Akun 
SIINas



REGISTRASI AKUN SIINAS 

( NIB )

 Buka Website SIINas 

siinas.kemenperin.go.id

 Klik "Registrasi Akun SIINas →"

17



REGISTRASI AKUN SIINAS

◼ Isi dan upload dokumen 
pendukung

18



REGISTRASI AKUN SIINAS

19

Akun SIINas (user name dan password) akan dikirim ke 

e-mail yang tercantum di NIB.

Pendaftaran diverifikasi oleh UPP Kemenperin, 
dengan memberikan nama username, kemudian 
akun akan dikirimkan ke email pendaftaran.



Input Data 
Perusahaan



INPUT DATA PERUSAHAAN

 Login ke Website SIINas 

menggunakan username dan 

password

 Klik "Data Perusahaan" yang 

terdapat di bagian atas layar

21



INPUT DATA PERUSAHAAN

 Data Umum mengenai 

perusahaan

22



INPUT DATA PERUSAHAAN

 Alamat Kantor Pusat

23



INPUT DATA PERUSAHAAN

 Alamat Pabrik

24



INPUT DATA PERUSAHAAN

 Nama contact person

25



INPUT DATA PERUSAHAAN

 Data perizinan yang telah 

dimiliki perusahaan, terutama 

Akta Pendirian, NIB, Perizinan 

Berusaha dan NPWP

 Klik "Input Data Perizinan Baru" 

untuk menambah dokumen 

perizinan

26



INPUT DATA PERUSAHAAN

 Pastikan Pada sub menu 

“perizinan”, pada list jenis izin 

Akte Pendirian Perusahaan, NIB, 

Perizinan Berusaha, NPWP, 

semua telah berstatus valid 

warna hijau

 Apabila tidak valid maka 

dampaknya permohonan 

sertifikat SNI akan ditolak 

otomatis oleh sistem    

 Apabila belum valid maka 

hubungi Help Desk Unit 

Pelayanan Publik (UPP) 

Kemenperin

27



Permohonan 
Sertifikat SNI



PENGAJUAN PERMOHONAN 

SERTIFIKAT SNI

 Pada halaman utama Klik "e-

Services" yang terdapat di 

bagian atas layer selanjutnya 

akan muncul pilihan kemudian 

Klik "e-Licensing“

 Atau pada halaman utama 

arahkan kursor ke bagian kiri 

bawah pada kolom E-Services, 

kemudian klik button Sertifikasi 

SNI Wajib 

29



PENGAJUAN PERMOHONAN 

SERTIFIKAT SNI

 Setelah klik “E-Services” akan 
muncul halaman status proses yang 
berisi daftar permohonan yang 
telah perusahaan lakukan

 Selanjutnya Klik "Input Pengajuan 
Baru"

 Pada kotak pencarian ketik 
“Sertifikasi SNI“

 Kerjasama Makloon

 Kerjasama Merek

 Umum

 Pengertian kerjasama merek, 
maklun, atau umum (merek sendiri) 
sesuai Permenperin

30



1. DATA UMUM

 Input “Data Umum“ yang 

merupakan isian identitas 

pemohon 

 Khusus alamat kantor 

merupakan default dari NIB

 Jika Sudah diisi, Klik “Simpan"

31



2. DATA KHUSUS

 Input “Data Khusus“ merupakan 

isian terkait pilihan LSPro, tipe 

sertifikasi, asal negara produsen 

 Pastikan jenis sertifikat yang dipillih 

sesuai ketentuan Permenperin

 Lokasi Pabrik / Alamat Pabrik 

default dari NIB

 Apabila lokasi pabrik lebih dari satu 

dan masing-masing lokasi 

mengajukan sertifikasi SNI, maka 

masing-masing lokasi harus 

memiliki akun SIINas dan pada 

bagian ini pilih lokasi yang sesuai

 Jika Sudah diisi, Klik “Simpan"

32



2. 1 DATA KHUSUS LN

 Apabila lokasi pabrik ada di luar 

negeri maka pilih sesuai negara 

asal produsen 

33



2. 2 DATA KHUSUS 

PRODUSEN LN

 Ketika pilih “negara asal 

produsen” diluar Indonesia 

maka muncul data produsen 

luar negeri yang harus diisi  

 Pelaku usaha pemilik akun 

SIINas merupakan perwakilan 

resmi dari produsen di luar 

negeri

 Perwakilan resmi tidak sebagai 

importir maka dapat menunjuk 

importir 

 Dokumen yang diupload sesuai 

dengan ketentuan Permenperin

34



3. DATA SNI

 Input “Data SNI” merupakan 

isian SNI produk dan 

karakteristiknya (merek, uraian 

tipe/jenis, gambar/foto)

 Klik “Input Nomor SNI“ akan 

muncul pilihan “Komoditi” yang 

merupakan kumpulan SNI 

produk yang sejenis yang bisa 

dipilih

 Kemudian klik “Tampilkan” dan 

Pilih No & Judul SNI yang sesuai

 Jika Sudah diisi, Klik “Simpan"

35



3. DATA SNI CONT..

 Setelah pilih SNI maka muncul 

list SNI yang dipilih 

 Selanjutnya Klik “Tambah 

Produk“ dan klik “Input Produk”

 Input Data Produk (merek, bukti 

kepemilikan merek, uraian jenis 

produk, foto (gbr ilustrasi 

penandaan pd produk) 

 Jika Sudah diisi, Klik “Simpan"

36



4. PENCETAKAN

 Fitur pencetakan digunakan 

untuk mencetak surat 

permohonan sesuai “data 

umum” yang diisi

 Klik “Pencetakan“ isi nomor, tgl, 

lokasi pembuatan surat

 Jika Sudah diisi, Klik “Simpan dan 

Cetak“

 Setelah klik cetak maka muncul 

print button untuk dicetak 

menggunakan kop surat 

perusahaan & ditandatangani 

pimpinan 

37



5. BERKAS PERSYARATAN

 Upload berkas persyaratan 

sesuai ketentuan Permenperin

 Klik “Berkas Persyaratan"

 Dokumen Akta Pendirian, NIB, 

Perizinan Berusaha, & NPWP 

default dari “perizinan” akun 

SIINas

 Klik di list softcopy, kemudian 

unggah file dalam bentuk pdf

38



6. KIRIM PERMOHONAN

 Klik “Kirim Permohonan“

 jika ada kekurangan data yang 

belum diisi, akan muncul 

“warning” yang harus dilengkapi 

untuk melanjutkan pengajuan 

permohonan

 Khususnya kekurangan Akta 

Pendirian Perusahaan dan/atau 

perizinan berusaha maka harus 

diupload di “data perusahaan-> 

perizinan” dan divalidasi UPP 

centang hijau

39



Permohonan Persetujuan 
Penggunaan Tanda SNI



PENGAJUAN PERMOHONAN 

PERSETUJUAN PENGGUNAAN 

TANDA SNI

 Klik "e-Services" yang terdapat di bagian 
atas layar

 Setelah klik “E-Services” akan muncul 
halaman status proses yang berisi daftar 
permohonan yang telah perusahaan 
lakukan

 Selanjutnya Klik "Input Pengajuan Baru"

 Pada kotak pencarian ketik “Persetujuan 
Penggunaan Tanda SNI“

 Perusahaan industri

 Perwakilan resmi 

 Pemilik merek DN utk produsen 
DN

 Pemilik merek DN utk produsen 
LN

 Pilih “persetujuan penggunaan tanda SNI 
sesuai ketentuan” dalam Permenperin
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1. DATA UMUM

 Setelah klik misal “persetujuan 

penggunaan tanda SNI 

Perusahaan Industri-keperluan 

perusahaan industri”

 Input “Data Umum“ yang 

merupakan isian identitas 

pemohon 

 Jika Sudah diisi, Klik “Simpan"
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2. 1 DATA KHUSUS

 Data khusus untuk perusahaan 

industri DN merupakan isian 

terkait sertifikat SNI dan 

kapasitas & rencana produksi 

serta data dukungnya 

 Input “Data Khusus“

 Jika Sudah diisi, Klik “Simpan"

43



2. 2 DATA KHUSUS 

 Data khusus untuk perwakilan 

resmi produsen LN merupakan 

isian terkait sertifikat SNI dan 

rencana & realisasi impor serta 

data dukungnya 

 Input “Data Khusus“

 Jika Sudah diisi, Klik “Simpan"
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3. DATA SERTIFIKAT SNI

 “Data Sertifikat“ menampilkan 

data/informasi isi sertifikat SNI 

yang dipilih untuk pengajuan 

persetujuan penggunaan tanda 

SNI
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4. BERKAS PERSYARATAN

 Input “Berkas Persayaratan"

 Jika Sudah diisi, Klik “Simpan"

46



AJUKAN PERMOHONAN 

SERTIFIKAT  TANDA SNI

 Klik “Kirim Permohonan"

 Klik “Kirim Permohonan” jika 

ada kekurangan data yang belum 

diisi, akan muncul “warning”
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